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WACANA

Emansipasi dan Buruh Perempuan

DUA puluh satu April telah
berlalu. Hari itu biasa disebut Hari
Kartini, hari yang sangat bersejarah
bagi kaum perempuan di Indonesia.
Diawali dengan lahirnya seorang
perempuan anak dari salah sat
keluarga bangsawan di Jawa Tengah
yang akhirnya menjadi pejuang
kaumnya. Gadis kecil itu diberi nama
Kartini dengan gelar kebangsawan-
an Raden Ajeng. Tak hanya itu,
yang membedakan Kartini dengan
perempuan lain pada masanya, ada-
iah kebcraniannya menentang adat
yang membelenggu perempuan
Jawa khususnya dan Hindia Belanda
pada wakfu itu merupakan prestasi
yang sangat luar biasa. Memang
RA Kartinididukung oleh kekuasaan
ayahnya dan suaminya. Tapi jika
Kartini sccara pribadi tidak ber-
pikiran maju dan memiliki keberanian
maka tidak akan terjadi ada hari ber-
sejarah pada 21 April,

Pcrjuangan RA Kartini akhimya
dinikmati oleh sebagian besar

" perempuan pada masa sckarang
yang dikenal- dengan emansipasi
wanita. Di satu sisi cita-citanya
tentang cmansipasi wanita bertuju-
an baik, yaitu untuk kemajuan pe-
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rumiah tangga.
Pertanyaannya, ba-
gaimana jika buruh pe-
rempuan itu merupakan
satu-satunya pencari
nafkah dalam keluarga?
Artinya dia wlang pung-
gung bagi suami dan
anak-anaknya? Memang
di beberapa perusahaan
percetakan  rersebut
memberikan tunjangan
suami bagi buruh perem-
puan, fetapi pelaksanaannya tidak
secara otomatis seperti pada buruh
laki-laki yang sudah ikah. Buruh
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kebanyakan bekerja di
perusahaan tekstil. Sa-
lah scorang pengurus
SPN menjelaskan, pi-
haknya mencngarai
perlindungan perusa-
haan kepada para buruh
perempuan sangat mi-
nim. Di antaranya terkait
jam lembur maupun
antarjemput buruh pe-
A rempuan di malam han.
Jam kerja lembur bagi

buruh perempuan di Kota Suko-
h:u‘JO rata-rata melebihi tiga jam,

peremp itu harus jukan
surat permohonan terlebih “dahulu.
Jika tidak mengajukan maka hak
twrsebut tidak akan didapatnya.
Sclain diskriminasi, pelecchan
terhadap huruh perempuan juga
sering dialami. Komnas Perempuan
mencatat pada 2012 terdapat 216.156
kasus kekerasan scksual, yang
dialami buruh perenmipuan sebanyak
2.521.Catatan ini didasarkanlaporan
buruh perempuan yang mengalami

dalam 2 gkan diri

dan mengaktualisasikan diri di
berbagai bidang. Namun kadang bu-
daya paternal mengerdilkan arti
cmansipasi wanita. Seperti misainya
nasib burch perempuan. Masih
banyak diskriminasi alau pelecchan
terjadi atas buruh perempuan,
Secara hukum di Indonesia tak ada
diskiriminasi antara buruh laki-laki
dengan perempuan. Tapi dalam pe-
laksanaannya diskriminasi dilestari-
kan oleh pengambil kebijakan
bahkan pengambil kebijakan yang
berjenis kelamin perempuan.
Nasib buruh perempuan
Scbagai contoh dalam peng-
ambilan kebijakan pembayaran upah
bagi buruh perempuan. Ketika
dilakukan survei pada beberapa
perusahaan percetakan yang sudah
cukup teriama di Indonesia, baik di
DIY maupun kota besar lainnya,
terdapat diskriminasi dalam kebijak-
an pengupahan antara buruh perem-
- puan dengan laki-laki yang sudah
menikah. Buruh laki-laki yang sudah
menikah mendapat tunjangan istri
dan anak, sementara buruh perem-
puan yang sudah menikah tidak
mendapatkan tunjangan suami dan
anak. Alasannya karena perempuan
hukan berkedudukan sebagai kepala

lecehan yang biasa terjadi di pa-
brik dengan ancaman tidak diper-
panjang kontraknya. “Biasanya
buruh diperkosa dengan

fasilitas antar jemput bagi
buruh perempuan yang bekerja
malam hari hampir tidak ada.
Ketentuan hukum
Berkaitan dengan adanya dis-
kriminasi wpah, dalam undang-
undang ketenagakerjaan, UU No 13
Tahun 2003. udak ada aturan yang
membedakan pemberian upahantara
buruh perempuan dengan laki-laki.
Undang-undang hanya mengatur
bahwa setap pckerja berhak atas
upah yang layak bagi kemanusiaan.
Kata setiap manusia berartt menun-
juk pada buruh laki-laki maupun
perempuan tanpa diskrminasi ka-
ad

tidak akan diperpanjang kontraknya.
Ini sudah biasa dilakukan di pabrik
di Jakarta Utara,” ujar Jumingsih di
kantor Kontras, Jumat (19/4/2013).

Selain itu adanya sistem kerja
shift di pabrik bagi buruh perempuan
jueamenimbulkan dilema tersendiri.
Sistem kerja shift biasa dibagi
menjadi tiga, pagi, siang, dan malam.

rena und g juga melarang
diskri-minasi dalam benrmk apapun
terhadap para burnh. Sciain beren-
tangan dengan UU ‘Kewmagakerja-
an, adanya scgala maxm diskrimi-
nasi, termasuk diskriminasi ethadap
buruh perempuan juga bemientang-
an dengan hak asasi manusia.
Scmentara berkaimn dengan jam

kerja lembur dan anwar jeriput buruh -
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Buruh yang dap

shift malam juga rentan menjadi

korban pelecchan scksual. “Pada
sant pulang lebih dari pukul 22.00,
kami tidak disediakan transportasi
yang aman schingga pas pulang
kena pemerkosaan,” kata Jumingsih.

Para buruh perempuan ini
sebenamya telah melaporkan pele-
cehan tersebut kepada polisi. Akan
tetapi, masih banyak kasus tidak
diselesaikan oleh kepolisian,

Di bagian lain berdasarkan data
Disnakertrans Kota Sukoharjo, to-
tal jumlah buruh yang terlapor di
tahun 2012 scbanyak 64.642 orang.
Dari jumlah tersebut sebanyak
42.635 orang tercatat sebagai buruh
perempuan atau 63,9 persen senen-
tara sisanya buruh laki-laki. Mercka

pada malam hari, un-
dang undang telah memberikan per-
lindungan yang cukup baik. Jam
kerja lembur ditetapkan dalam satu
minggu maksimal 14 jam sementara
dalam satu har maksimal lembur
tiga jam. Jika dilaksanakan melebihi
ketentuan harus ada izin dan pe-
laksanaannya dilaporkan pada
instansi yang terkait. Demikian pula
untuk jam kerja lembur harus
dilaksanakan atas perintah teriulis
dari pengusaha dan ada kesepa-
katan dari pekerja. Jika dilanggar
akan ada konsekuensi yang diterima
oleh perusahaan.

Temtang antar jemput buruh
perempuan pada malam hari, me-
nurut undang-undang ketentuan ini
bersifat wajib bagi perusahaan.

Selasa Pahing, 23 April 2013
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Alasan penyediaan transportasi bagi
buruh perempuan yang bekerja pada
malam bari adalah demi kesclamatan
dan kesusilaannya. Schingga apa
bila ketentuan ini benar-benar dilak-
sanakan kasus pelecehan seksual di
luar perusahaan seperti terjadi di
Jakarta dapat diminimalisir. Namun
kenyataannya banyak perusahaan
yang tidak menyediakan dan tidak
mendapat sanksi apapun scbaga:
konsckucnsinya. Alasan perusaha-
apn tidak menyediakan karena biasa-
nya burth termasuk buruh perem-
puan lebih suka digantikan dengan
tunjangan transport dalam bentuk
uang.

Bagaimana dengan pelecchan
seksual yang dilakukan oleh rekan
kerja laki-laki ataupun atasan lake
laki di pabrik-pabrik dengan alasan
agar kontrak diperpanjang? Perpan-
jangan koatrak scbenamya diatur
dalam undang-undang. Syarat-
syaratnya pun telah jelas diberikan
dan pelecehan scksual bukanlah
merupakan salah satu syarat perpan-
jangan kontrak. Jadi pelecehar
scksual sebagai syarat perpanjang-
an kontrak sama sckali bertentangar:
dengan undang-undang, karenz
merupakan perbuatan pidana yang
dapat ditantut di muka pengadilan.

Bagian emansipasi wanila

Dari uraian di a1as nampak jelas
bahwa sebeparnya aturan hukuir
telah dibuat sedemikian rupa se-
hingga meclindungi hak-hak buruh
perempuan. Aturan hukum telah
mendukung pelaksanaan eman-
sipasi wanita bagi buruh perempuan.
Permasalahannya, pelaksanaannya
belum sesuai ketentuan hukum yang
ada. Sclain itu penegakan hukum
juga masih lemah dan ini terjadi di
antaranya karena penghargaan ter-
hadap profesi perempuan scbagai
buruh masih termarjinatkan akibat

-budaya paternal dalam masyarakat

yang masih kuai. Karenanya perlu
ada perubahan mindser terhadap
profesi perempuan sebagai buruh.
Profesi perempuan sebagai buruh
sama dan sederajal dengan profesi
lainnya. Profesi ini juga bagian dari
cita-cita mulia Kartini 'yang telah
memperjuangkan emansipasi wa-
nita. Dengan demikian profesi
perempuan sebagai buruh juga perle
mendapatkan penghargaan yang
tinggi dari masya-rakat. ***
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